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Barangstapa yang mengingiikar Refitdupan dunia, maka ia harus memilik
29138, st Pararg Siapa yYang mengnnginkan kel idupan alfirral ik
itupun harus dengan U, dan barang stapd yang mengmgnkan Reduanyad
maka tlupun harus dengan imu

(HR. Thabrani)

Keberhasilan tidak di ukur dengan apa yang telah diraih, namun
kegagalan yang telah dihadapi, dan suatu keberanian yang membuat kita
tetap terus berjuang melawan rintangan yang bertubi-tubi. Apapun yang
telah dirvaih sekarang adalah hasil dari usaha-usaha kecil yang dilakukan

terus-menerus, karena keberhasilan bukan sesuatu yang turun begitu saja.

Bukanlah suatu aib jika kamu gagal dalam suatu usaha, yang merupakan
aib adalah jika kamu tidak bangkit dari kegagalan itu.

(Al bin Abu Thalib)

Orang sukses takkan pernah mengeluh bagaimana kalau akan gagal, namun
berusaha bagaimana untuk berhasil

Tuntutlah ifmu dan belajarlah (untuk iflmu) ketenangan dan kehormatan
diri, dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu.

{HR. Ath-Thabrani)

Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan besar adalah dengan
mencintai apa yang Anda lakukan, walaupun sebenarnya anda
membencinya



Sebuah langkah usai sudah
Satu cita telah ku gapai
Namun ...

Ttu bukan akhir dari perjalanan
Melainkan awal dari satu perjuangan

Ayahanda & Ibunda tersayang ....
Kutata masa depan dengan Do’a mu
Kugapai cita dan impian dengan pengorbanan mu
Aku persembahkan karya sederhana ini buat orang tua serta kakak dan
abangku dan semua orang yang menyayangiku, yang tidak henti-hentinya
memberikan do’a dan dukungannya.

Tak terlukiskan besarnya terima kasihku kepada pembimbing, karena
berkat bapak dan ibu, tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Hidup adalah memilih, namun untuk memilih dengan baik, Anda harus
tahu siapa Anda dan apa yang Anda perjuangkan, ke mana Anda ingin
pergi dan mengapa Anda ingin sampai di sana.

Bermimpilah tentang apa yang ingin kamu impikan, pergilah ke tempat-
tempat kamu inginkan, Jadilah seperti yang kamu inginkan, karena kamu
hanya memiliki satu kehidupan dan satu kesempatan untuk melakukan hal-
hal yang ingin kamu lakukan.

Jika niat sudah terpancang karena Allah, tidak akan ada halangan yang
bisa menghentikan seseorang melakukan sesuatu. Niat karena Allah ialah
motivator yang utama dan seharusnya menjadi satu-satunya motivator
kita.

Indah mutiara sari



ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
49/PUU/VIIL/2010 TENTANG MASA JABATAN
JAKSA AGUNG
(Indah Mutiara Sari, 07940112, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas
Andalas, 71 Halaman)

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia dapat diambil suatu makna bahwa adanya penafsiran multitafsir terhadap
ketentuan masa jabatan Jaksa Agung yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam huruf d pada
Pasal 22 ini hanya menyebutkan “berakhirnya masa jabatannya” tanpa adanya
kejelasan kapan berakhirnya masa jabatan Jaksa Agung tersebut. Jaksa agung adalah
pejabat negara yang setingkat dengan menteri. Yang merupakan pimpinan dan
penanggung jawab tertinggi kejaksaan. Jaksa Agung memiliki kedudukan dibawah
Presiden sehingga Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden melalui
Keputusan Presiden (Keppres). Karena tidak adanya kejelasan mengenai kapan
berakhirnya masa jabatan Jaksa Agung ini, maka dilakukanlah judicial review
terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia dengan Nomor Perkara 49/PUU/VIII/2010 oleh Prof.
Dr. Yusril Thza Mahendra yang bertindak sebagai pemohon. Dalam permohonan ini
Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dan menafsirkan bahwa
masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden
dalam satu periode bersama-sama dengan masa jabatan anggota kabinet. Hasil dari
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan pengaruh besar terhadap masa
Jabatan Jaksa Agung kedepannya. Berdasarkan permasalahan diatas maka seharusnya
ada penegasan terhadap isi setiap pasal dalam Perundang-undangan, agar tidak terjadi
lagi kasus multitafsir ini dan apabila pemerintah tak kunjung merevisi isi dari Pasal
22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
maka ditakutkan kasus serupa akan terkuak lagi dikemudian hari.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (Rechtsstaat) di dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang mana hukum merupakan urat nadi bagi
seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam
kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem
dapat berperan baik ditengah masyarakat jika instrument pelaksanaannya
dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum.
Dalam upaya menegakkan hukum, institusi-institusi penegak hukum disatu sisi,
dengan penetapan undang-undang mendapatkan kewenangan yang lebih luas.
Namun, di sisi lain, ada institusi yang kewenangannya semakin dikurangi,
misalnya Kejaksaan Republik Indonesia. ' Pengurangan kewenangan itu diawali
melalui KUHAP, pada kewenangan penyidikan dan penyidikan lanjutan yang
dipangkas hanya menjadi kewenangan penyidikan tindak pidana umum dan serta
penanganan tindak pidana korupsi yang dahulunya menjadi kewenangan
Kejaksaan, namun semenjak Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(KPK) mulai diberdayakan, maka ia mendapatkan kewenangan yang lebih luas
untuk melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan dalam perkara tindak
pidana korupsi. Meskipun berdasarkan asas hukum dan prinsip yang berlaku

secara universal menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diserahi tugas

"Marwan Effendi Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 2005.him. 49.



untuk bertindak sebagai penuntut umum, tetapi undang-undang juga memberikan
kewenangan yang sama kepada KPK untuk menjalankan tugas penuntutan dalam
tindak pidana korupsi. Lemahnya peranan Kejaksaan Republik Indonesia ini
disebabkan oleh tidak mandiri dan independennya institusi ini. Oleh karena itu,
Kejaksaan Republik Indonesia dituntut untuk mampu berperan aktif dalam
penegakan hukum di Indonesia guna membawa keadilan, kepastian hukum, dan

kemanfaatan bagi rakyat dan pemerintah sendiri.

Kejaksaan adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang
penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, hal ini ditegaskan
dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum
melaksanakan tugasnya secara merdeka dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 (UUD 1945). UUD 1945 adalah landasan konstitusional Kejaksaan Republik
Indonesia dalam mengemban tugas serta wewenangnya, yang harus ditaati,
dihormati dan dipelihara serta dipertahankan oleh setiap warga Kejaksaan.
Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan diatur dalam pembukaan UUD 1945 Alinea IV,

dalam Pasal 24 ayat 3 dan dalam Pasal II Aturan Peralihan.’

Sebagai Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara
dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang,
Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang memimpin, mengendalikan

pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan. Secara kelembagaan, Kejaksaan

% Ibid. Him.104




menganut prinsip satu dan tidak terpisahkan. Jaksa Agung sebagai pejabat negara,

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden seperti yang dicantumkan dalam Pasal

19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Republik Indonesia.

Selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan, Jaksa Agung

mempunyai wewenang dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat profesi

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia

dan menetapkan Kode Perilaku Jaksa sebagai pedoman dalam menjalankan tugas

profesi. Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang yang ditegaskan dalam

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik

Indonesia yang berbunyi3:

a)

b)

¢
d)

Menetapkan  serta mengendalikan  kebijakan
penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup
tugas dan wewenang kejaksaan;

Mengefektifkan proses penegakan hukum yang
diberikan oleh undang-undang;

Mengesampingkan perkara demi kepentingan
umum;

Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum
kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana,
perdata dan tata usaha negara;

Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum
kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan
kasasi perkara pidana;

Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk
atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara
pidana sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

* Alexander Rizki, Jaksa Agung Berada Dalam Sistem Kabinet kah? , Artikel Hukum
Tata Negara. Tersedia di www.google.com, diakses pada tanggal 21 maret 2011

3



Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan salah satu koordinasi
dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia,
hal ini tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan Nomor : PER-367/MENKO/POLHUKAM/10/2010
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum

dan Keamanan, yang berbunyi:'

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kementerian

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

mengkoordinasikan:

a. Kementerian Dalam Negeri;

b. Kementerian Luar Negeri;

c. Kementerian Pertahanan;

d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

e. Kementerian Komunikasi dan Informatika;

f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;

g. Kejaksaan Agung;

h. Badan Intelijen Negara;,

i. Tentara Nasional Indonesia;

j. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

k. Instansi lain yang dianggap perlu.

Sebagai salah satu koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan, Kejaksaan Agung juga ikut serta dalam menjalankan
tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Tugas Kejaksaan Agung yaitu membantu Presiden dalam mensinkronkan dan

mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di

* Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Nomor PER-367/MENKO/POLHUKAM/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

4




bidang politik, hukum dan keamanan. Dan meyelenggarakan fungsi Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yaitu’:

a. Sinkronisasi  perencanaan, penyusunan, dan
pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan
keamanan;

b. Koordinasi  perencanaan, penyusunan, dan
pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan
keamanan;

c. Pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

d. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara
yang menjadi tanggung jawab Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan; dan

f. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh
Presiden

Jaksa Agung adalah Pejabat Negara setingkat dengan Menteri yang mana
masa jabatannya sama dengan Presiden dan para menterinya, yaitu 5 tahun dalam
satu periode, meskipun dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak
meyebutkan secara tertulis dan tegas perihal batas waktu masa jabatan Jaksa

Agung tersebut.

Dengan tidak adanya pencantuman secara tegas mengenai batas jabatan
Jaksa Agung ini, akibatnya pada akhir tahun 2010 terjadinya kasus yang menimpa
Jaksa Agung Hendarman Supandji, yang merupakan Jaksa Agung dalam masa

pemerintahan Presiden tahun 2004-2009. Masa jabatan yang dipegang Hendarman

5 Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan Nomor PER-367/MENKO/POLHUKAM/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

5




diragukan legalitasnya oleh Prof Yusril lhza Mahendra, yang merupakan
tersangka kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum) yang
ditetapkan oleh pihak Jaksa Agung. Yusril menuding Hendarman bukan Jaksa
Agung yang sah, sebab dengan berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I,
pada tanggal 20 Oktober 2009 lalu hingga terbentuknya Kabinet Indonesia
Bersatu (KIB) II, Hendarman belum diberhentikan oleh Presiden. Karenanya,
Yusril menilai segala tindakan Jaksa Agung terutama terhadap kasus yang

membelitnya dianggap ilegal.

Oleh sebab itu, Yusril meminta Mahkamah Konstitusi menguji Pasal 19
ayat (2) jo Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia. Menurut Yusril, kedua pasal itu tak membatasi
masa jabatan seorang Jaksa Agung. Yusril berniat menguji konstitusionalitas
penafsiran pasal tersebut dihubungkan dengan prinsip negara hukum sesuai Pasal
I ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi merujuk
pada pendapat saksi pemohon yakni Prof. Bagir Manan, Prof. Laica Marzuki dan
Prof. Natabaya yang menyatakan Jaksa Agung yang diangkat dalam jabatan
politik setingkat menteri, maka masa jabatannya harus berakhir dengan masa
jabatan Presiden. Jika diangkat berdasarkan karirnya sebagai jaksa, maka
berakhirnya seiring dengan masa usia pensiun. Dan berdasarkan amar putusan
Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian Undang-Undang Kejaksaan
yang diajukan Prof Yusril Thza Mahendra tersebut, Mahkamah Konstitusi
menyimpulkan bahwa Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2004 Tentang Kejaksaan yang mengatur masa jabatan Jaksa Agung dinyatakan
6




konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sebelum dilakukannya
legislative review yang berlaku prospektif ke depan. Artinya, masa jabatan Jaksa
Agung dinyatakan konstitusional dengan tafSir berakhirnya masa jabatan Jaksa

Agung berakhir bersamaan dengan masa jabatan Presiden yang mengangkatnya

sesuai praktek ketatanegaraan di Indonesia.®

Adapun kutipan amar putusan Mahkamah konstitusi nomor
49/PUU/VIII/2010 tentang masa jabatan Jaksa Agung ialah:’

a) Mengabulkan  permohonan  Pemohon  untuk
sebagian;

b) Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara
bersyarat (conditionally constitutional), yaitu
konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan
Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirmya masa
jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu
periode bersama-sama masa jabatan anggota
kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya
oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”;

¢) Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “masa jabatan Jaksa |
Agung itu berakhir dengan berakhimya masa
jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu
periode bersama-sama masa jabatan anggota
kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya
oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan™;

® Adjatwiratma, MK: Masa Jabatan Jaksa Agung konstitusional bersyarat , Artikel
Hukumonline.com. Tersedia di www.google.com, diakses pada tanggal 21 maret 2011
7 Lihat Putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010, hal 134




d) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita
Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

e) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan
selebihnya.

Terlepas dari perkara yang menimpa Jaksa agung Hendarman Supandji
tersebut, berdasarkan penafsiran dari berbagai peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang masa jabatan Jaksa Agung ini, maka dapat disimpulkan
bahwa masa jabatan Jaksa Agung sama dengan masa jabatan para menteri dan
masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yaitu lima tahun dalam satu periode.
Kecuali dalam jangka waktu masa jabatannya tersebut, adanya terdapat
permasalahan dalam diri Jaksa Agung yang menyebabkan dia dapat diberhentikan
secara hormat, hal ini tertuang dalam Pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menjelaskan tentang

pemberhentian Jaksa Agung secara hormat dari jabatannya yaitu %

(1) Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari
jabatannya karena:

Meninggal dunia;

Permintaan sendiri;

Sakit jasmani;

Berakhir masa jabatannya;

Tidak lagi memenuhi salah  satu syarat

sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21.

(2) Pemberhentian  dengan  hormat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan |
Keputusan Presiden |

pPROOP

¥ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4401




Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa permasalahan tersebut menarik

untuk diteliti dan dituangkan dalam bentuk skipsi dengan judul : “ANALISIS

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU/VIII/2010

TENTANG MASA JABATAN JAKSA AGUNG”

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka

perumusan dan batasan masalah sangat penting agar jelas dan tidak terlalu

menyimpang dari judul serta tidak berbelit belit. Untuk itu, maka perumusan

masalahnya sebagai berikut:

L.

Bagaimana kedudukan masa jabatan Jaksa Agung menurut Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia?

Bagaimana pengaruh  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
49/PUU/VIII/2010 terhadap masa jabatan Jaksa Agung berdasarkan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik

Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian, ialah :

Untuk mengetahui kedudukan masa jabatan Jaksa Agung menurut
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Untuk mengetahui pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

49/PUU/VIII/2010 terhadap masa jabatan Jaksa Agung berdasarkan

ML 1S
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis

maupun secara praktis

1. Secara Teoritis

a. Menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai
masa jabatan Jaksa Agung berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

b. Agar dapat menerapkan ilmu-ilmu yang didapat di bangku kuliah
secara teoritis dan menghubungkannya dengan kenyataan yang
ada dalam masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Kejaksaan Agung
Sebagai bahan perbandingan dan literatur penilaian terhadap
Kejaksaan Agung untuk mengetahui berbagai fungsi yang
dilakukan oleh Jaksa Agung dalam mengembankan tugasnya
dalam periode masa jabatan yang didudukinya.

b. Mahkamah konstitusi
Sebagai bahan acuan dan pemahaman bagi anggota Mahkamah
Konstitusi tentang peranan Mahkamah konstitusi dalam
menangani masalah perkara masa jabatan Jaksa Agung dan

memberikan putusan yang bersifat final.
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E. Metode Penelitian
Untuk melakukan penelitian dan mendapatkan data yang konkrit sebagai
bahan pembahasan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Metode Pendekatan
Pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan di atas
dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu
pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-
norma hukum yang berlaku dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam
masalah yang akan diteliti, baik melalui kepustakaan maupun melalui
Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tulisan ini untuk
mendapatkan data sekunder.
2. Jenis Data.
Data Sekunder
Data ini merupakan data yang sudah ada atau data yang diperoleh dari
studi kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti. yang terdiri dari bahan hukum primer , bahan hukum sekunder,
dan bahan hukum tersier.
Bahan Hukum untuk data sekunder ini ada 3 (tiga) macam :
1) Bahan Hukum Primer
Merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945
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b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia

¢. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
konstitusi

d. Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia

e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
Kementerian Negara

f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer yaitu: berupa tulisan-tulisan yang terkait, hasil
penelitian dan berbagai kepustakaan di bidang ilmu hukum mengenai
masa jabatan Jaksa Agung dan Mahkamah Konstitusi

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
yang berupa kamus-kamus atau literatur-literatur yang ada.yaitu :
Literatur berupa buku bacaan mengenai masa jabatan Jaksa Agung dan

Mahkamah Konstitusi.
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3. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Dokumen
Studi dokumen ini digunakan pengumpulan data sekunder.
Dimana studi dokumen ini diperoleh dari berbagai perpustakaan
yaitu :
1. Perpustakaan Fakultas Hukum Program Mandiri Unand
2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aturan-
aturan hukum lainnya
3. Artikel atau Jurnal Hukum
4. Buku-buku dan bahan Kuliah yang dimiliki penulis
4. Pengolahan Data dan Analisis
a. Pengolahan Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan
proses editing. Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali
dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil
penelitian yang penulis lakukan sehingga akan tersusun dan
didapat suatu kesimpulan.
b. Analisis Data
Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu membuat
penafsiran terhadap data dengan bertolak dari teori-teori dan
konsep-konsep schingga analisa dapat dideskripsikan dan

dirumuskan dalam kesimpulan penelitian.
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BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
& Sekilas  Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan
pengaturannya®

Sebelum era reformasi, Istilah Kejaksaan sudah ada sejak lama di
Indonesia yaitu pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa
Kerajaan Majapahit. Istilah kejaksaan pada zaman itu ialah dhyaksa, adhyaksa,
dan dharmadhya. lstilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata
yang sama dalam Bahasa Sanskerta. Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas
untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini
dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan
mengawasi para dhyaksa tadi.

Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung
yakni antara lain:

1. Mempertahankan segala peraturan negara

2. Melakukan penuntutan segala tindak pidana

3. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi
difungsikan pertama kali oleh undang-undang pemerintah zaman pendudukan

tentara Jepang No. 1 Tahun 1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3
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Tahun 1942, No.2 Tahun 1944 dan No.49 Tahun 1944. Eksistensi kejaksaan itu
berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan
agung). Koootooo Hooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hooin (pengadilan
negerti).

Pada zaman pemerintahan Jepang itu secara resmi digariskan bahwa
Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

1. Menyelidiki kejahatan dan pelanggaran

2. Menuntut Perkara

3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal

4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum

Ketika Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam
Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal Il Aturan Peralihan
UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945.
Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara Republik Indonesia membentuk
badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung
berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia telah
ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus
1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan
dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen

Kehakiman.
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2. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dari zaman orde baru
hingga sekarang

Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai perkembangan
dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan
sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik
Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Menyangkut
Undang-undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal
30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun
1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum
yang bertugas sebagai penuntut umum, penyelenggaraan tugas departemen
Kejaksaan dilakukan oleh Jaksa Agung dan susunan organisasi yang diatur oleh
Keputusan Presiden.” Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam
rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi
departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 Tentang
Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut
Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan

mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang

’ Lihat Pasal 1 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia
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didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20
November 1991."

Pada masa reformasi, tengah gencarnya berbagai sorotan terhadap
pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam
penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi
undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan
diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditegaskan bahwa
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan
kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan
undang-undang''. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis),
mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi
Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke
Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara
Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga
merupakan  satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (execufive
ambtenaar)."? Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang
lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia

sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di

10

www.kejaksaan.go.id, Diakses tanggal 10 November 2011

"' Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4401

'> Marwan Effendi. K. ejaksaan Rl, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum.
Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2005.hlm.105
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bidang penuntutan. Susunan Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung. Kejaksaan
Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan
ditetapkan oleh Presiden atas usul Jaksa agung sedangkan Kejaksaan Tinggi dan
Kejaksaan Negeri dibentuk dengan keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
mengisyaratkan bahwa Misi Kejaksaan adalah mewujudkan sistem penegakan dan
pelayanan hukum yang berkarakter proporsional sehingga mampu :

1. Mengamankan dan mempertahankan Pancasila
sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia terhadap
usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi
kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Mewujudkan kepastian, ketertiban, keadilan dan
kebenaran hukum serta mengindahkan norma-
norma beragama, kesopanan dan kesusilaan

3. Menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan
keadilan yang hidup dalam masyarakat.

4. Melaksanakan  pembangunan, dengan turut
menciptakan kondisi dan proses yang mendukung,
serta mengamankan pelaksanaan pembangunan
untuk mewujudkan masyarakat adil makmur
berdasarkan Pancasila

5. Menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah
dan Negara serta melindungi kepentingan
masyarakat melalui penegakan hukum.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, maka
pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan
secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka.'* Artinya,

" Ibid him.119
" Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4401
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bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari

pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini

bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnyva.

. 2 Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Republik Indonesia juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :'°

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan

wewenang:

a) Melakukan penuntutan;

b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap;

¢) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
putusan pidana bersyarat, putusan pidana
pengawasan, dan keputusan bersyarat;

d) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak
pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk

itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan
sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang
dalam  pelaksanaannya  dikoordinasikan
dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan
dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam
maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama
negara atau pemerintah

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum,
Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

a)
b)
<)
d)

e)

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
Pengamanan peredaran barang cetakan;
Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat
membahayakan masyarakat dan negara;
Pencegahan penyalahgunaan dan/atau
penodaan agama;

" Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4401
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f) Penelitian dan pengembangan hukum statistik
kriminal.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina
hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan
negara atau instansi lainnya. Misalnya dalam kerja sama Kejaksaan dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal penyidikan terhadap Tindak
Pidana Korupsi.

B. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Agung
1. Kedudukan Jaksa Agung

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia, Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan
kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan
undang-undang. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang memimpin,
mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan. Secara
kelembagaan, Kejaksaan menganut prinsip satu dan tidak terpisahkan. Jaksa
Agung sebagai pejabat negara, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pengaturan tentang Jaksa Agung di atur dalam Pasal 18 sampai dengan
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia.'®
Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung diatur dalam

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan tentang pemberhentian

' Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4401
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Jaksa Agung secara hormat diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2004."

Syarat-syarat untuk dapat menjadi Jaksa Agung ialah :

a) Warga Negara Indonesia;

b) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

¢) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

d) Berijazah paling rendah sarjana hukum;

f) Sehat jasmani dan rohani;

g) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak
tercela; dan

h) Pegawai negeri sipil

Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil
Jaksa Agung dan enam Jaksa Agung Muda yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan,
Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa
Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha
Negara, dan Jaksa Agung Muda Pengawasan. Jaksa Agung dan Wakil Jaksa
Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan dan Jaksa Agung Muda adalah
unsur pembantu pimpinan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas
usul Jaksa agung.

Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:'®

a. Meninggal dunia.

b. Permintaan sendiri.

c. Sakit jasmani;

d. Berakhir masa jabatannya;
€.

Tidak lagi memenuhi salah satu syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
Pemberentian Jaksa Agung tersebut ditetapkan
dengan Keputusan Presiden

'” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4401
'* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4401
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2 Tugas dan Wewenang Jaksa Agung
Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Jaksa Agung meliputi :'

1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan
penegakan hukum dan keadilan dalam ruang
lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.

2. Mengefektitkan proses penegakan hukum yang
diberikan oleh undang-undang, mengesampingkan
perkara demi kepentingan umum.

3. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum
kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana,
perdata, dan tata usaha negara; dapat mengajukan
pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah
Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana.

4. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk
masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam
perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

5. Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka
atau terdakwa untuk berobat atau menjalani
perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan
di luar negeri.

6. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani
perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepala
kejaksaan negeri setempat atas nama Jaksa Agung,
sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan
di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh
Jaksa Agung.

7. lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter,
dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar
negeri rekomendasi tersebut dengan jelas
menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan
dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan
tersebut di dalam negeri.

' Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4401
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Jaksa Agung juga berwenang memberikan izin kepada tersangka atau
terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri,
kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri. Izin
secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan
oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk
berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan
oleh Jaksa Agung.”’

Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara
independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.
Pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan prinsip akuntabilitas.?!

3 Masa Jabatan Jaksa Agung

Dahulunya sewaktu dibentuknya Rancangan Undang-Undang (RUU)
tentang Kejaksaan Republik Indonesia ini terdapatnya polemik antara DPR dan
pemerintah mengenai masalah pengangkatan Jaksa Agung dan masa jabatan Jaksa
Agung ini. Bagi DPR, keberadaan lembaga Kejaksaan terpisah dari lembaga
eksekutif dan sepenuhnya menjadi mandiri dan independen. Oleh karena itu,
dalam hal rekruitment Jaksa Agung, DPR mengusulkan agar pengangkatan dan
pemberhentian Jaksa Agung “diresmikan oleh Presiden dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat”. Calon Jaksa Agung diajukan oleh Presiden kepada

DPR untuk disetujui oleh DPR. Setelah seorang calon disetujui, maka Presiden

*’ Lihat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik

Indonesia
*! Lihat Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik

Indonesia
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kemudian meresmikan calon itu menjadi Jaksa Agung. Jaksa Agung adalah
pejabat negara. Masa jabatan Jaksa Agung dibatasi selama 5 tahun.”

Namun pemerintah berpendapat lain dari DPR, pemerintah tidak
berkeinginan agar Kejaksaan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang
penuntutan itu, keluar dari ranah eksekutif. Jaksa Agung adalah pejabat negara,
tetapi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Dan Pemerintah ingin Jaksa
Agung diangkat dari pejabat karier untuk mengokohkan profesionalisme
Kejaksaan, maka menurut pemerintah yang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung
adalah Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda. Oleh karena Jaksa Agung
diangkat dan diberhentikan Presiden, maka sebagaimana dalam Undang-Undang
No 5 tahun 1991, tidak diatur batas masa jabatan Jaksa Agung. Pemerintah
berpendapat bahwa konvensi ketatanegaraanlah yang akan membatasi masa
jabatan Jaksa Agung itu, sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam rumusan
suatu pasal dalam RUU ini.

Sebelum perbedaan pendapat itu semakin menjadi polemik yang besar,
pembahasan RUU Kejaksaan ini dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif
singkat. Sebagian fraksi dari DPR mencabut segala usulan mereka. Dan putusan
terakhirnya, Pemerintah dan DPR sama-sama menyepakati bahwa Jaksa Agung
tetap sebagai pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Karena dalam sistem Presidensial, Kejaksaan Agung memang berada di bawah

ranah eksekutif, maka menjadi kewenangan Presidenlah untuk mengangkat dan

# Lihat Pasal 19 dan Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tcntang
Kejaksaan Republik Indonesia
" Lihat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia
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memberhentikan Jaksa Agung.’* Jaksa Agung adalah pejabat setingkat menteri.
Jadi sebagaimana menteri-menteri, mereka diangkat diawal masa jabatan Presiden
dan diberhentikan ketika masa jabatan Presiden berakhir.

Perbedaan prinsipil antara RUU inisiatif DPR dan pemerintah ialah dalam
menafsirkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dalam kaitannya dengan
kedudukan kejaksaan serta proses rekruitmen Jaksa Agung dan masa jabatan
Jaksa Agung ini. Karena lembaga Kejaksaan dalam UUD 1945 di atur sepenuhnya
dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 walaupun kata kejaksaan tidak terdapat dalam
isi pasal tersebut.”® Dan juga banyak ditemukan dalam susunan kabinet Indonesia
bersatu yang tertuang dalam UUD 1945, pada kolom setingkat menteri negara
tidak mencantumkan nama Jaksa Agung. Sehingga hal ini dapat menimbulkan
pertanyaan apakah Jaksa Agung merupakan pejabat negara setingkat menteri atau
tidak, padahal secara tersirat Jaksa Agung jelas-jelas dimasukan kepada pejabat
negara setingkat menteri karena Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres) dan juga Kejaksaan Agung
merupakan salah satu koordinasi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan Indonesia, hal ini tertuang dalam Pasal 4 Peraturan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor : PER-

# Alexander Rizki, Jaksa a Berada Dalam Sistem Kabinet kah? , Artikel Hukum
gung
Tata Negara. Tersedia di www.google.com, diakses pada tanggal 21 maret 2011
25 .
Ibid
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367/MENKO/POLHUKAM/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, yang berbunyi:*

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
mengkoordinasikan:

a. Kementerian Dalam Negeri:

b. Kementerian Luar Negeri;

¢. Kementerian Pertahanan;

d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

e. Kementerian Komunikasi dan Informatika;

f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;

g. Kejaksaan Agung;

h. Badan Intelijen Negara;

i. Tentara Nasional Indonesia;

J. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

k. Instansi lain yang dianggap perlu.

C. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi
1. Latar Belakang Lahirnya Mahkamah Konstitusi dan
Pengaturannya”

Secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi baru diintrodusir
pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen (1881-
1973). Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang
legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif
diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau

tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini tidak konstitusional.

% Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Nomor PER-367/MENKO/POLHUKAM/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

*” www.mahkamahkonstitusi.com, Diakses tanggal 21 Maret 2011
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Untuk itu perlu diadakan organ khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi

(constitutional court).

Seiring  dengan  momentum  perubahan UUD 1945 pada masa
reformasi yaitu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, ide pembentukan
Mahkamah Konstitusi di Indonesia makin menguat. Puncaknya terjadi pada
tahun 2001 ketika ide pembentukan Mahkamah Konstitusi diadopsi dalam
perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR, sebagaimana dirumuskan dalam

ketentuar 7 + ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga.

Selanjutnya untuk merinci dan menindaklanjuti
amanat Konstitusi tersebut,  Pemerintah  bersama DPR membahas Rancangan
Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan
beberapa waktu lamanya, akhirnya RUU tersebut disepakati bersama oleh
pemerintah bersama DPR dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 13
Agustus ZU03. Pada hari itu juga, Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi
ini  ditandatangani  oleh Presiden Megawati ~ Soekarnoputri dan ~ dimuat
dalam Lembaran Negara pada hari yang sama, kemudian diberi nomor Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).
Ditilik dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk
Mahkamah Konstitusi dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang
membentuk lembaga ini pada abad ke-21. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang

kemudian disepakati para Hakim Konstitusi menjadi hari lahir MKRI.
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2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.** Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang Kekuasaan
Kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi
mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan dengan
Keputusan Presiden. Susunan Mahkamah konstitusi terdiri atas seorang Ketua
merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota dan tujuh orang
anggota Hakim Konstitusi. Dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan
wewenangnya, Mahkamah konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan.”

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas
melaksanakan dukungan administrasi umum kepada para Hakim Konstitusi,
dipimpin oleh sekretaris jenderal dan dibawahnya terdapat empat biro dan satu
pusat yaitu >
Biro perencanaan dan keuangan
Biro umum
Biro hubungan masyarakat dan protokol

Biro administrasi perkara dan persidangan
Pusat penelitian dan pengkajian

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi memiliki tugas pokok memberikan

VAW

dukungan di bidang administrasi justisial. Susunan organisasi kepaniteraan

? Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4316
** www.mahkamahkonstitusi.com, diakses tanggal 21 Maret 2011
* Ibid
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Mahkamah Konstitusi terdiri dari sejumlah jabatan fungsional Panitera.
Kepaniteraan merupakan supporting unit Hakim Konstitusi dalam penanganan

perkara di Mahkamah Konstitusi.

3. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 menggariskan

wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:*’

a) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan

tentang hasil pemilu.

b) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau
Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam
Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:
a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945.
Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi

*! Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4316
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sebagaimana tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar di
kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
(1) Pengujian Formal

Pengujian secara formal secara singkat disebut dalam Pasal 51 ayat
(3) huruf a, yang menyatakan pemohon wajib menguraikan dengan jelas
bahwa “pembentukan undang-undang  tidak memenuhi ketentuan
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945”3 Pengujian secara formal akan melakukan pengujian atas dasar
kewenangan dalam pembentukan undang-undang dan prosedur yang harus
ditempuh dari tahap drafting sampai dengan pengumuman dalam lembaran
Negara yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Pengujian Materiil

Berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf b, dalam permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan
jelas bahwa “materi muatan dalam pasal, ayat dan/atau bagian undang-
undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang uji materiil dengan
mana materi muatan pasal, ayat dan/atau bagian undang-undang yang
dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dapat diminta untuk dinyatakan
sebagai tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.** Yang boleh

diuji juga hanya ayat, pasal tertentu atau bagian undang-undang saja

32 [_embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4316
33| ihat Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah

Konstitusi
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dengan konsekuensi hanya bagian, ayat dan pasal tertentu saja yang

dianggap bertentangan dengan konstitusi dan karenanya dimohon tidak

mempunyai kekuatan mengikat secara hukum hanya sepanjang mengenai
ayat, pasal dan bagian tertentu dari undang-undang yang bersangkutan.

Akan tetapi dengan membuang kata yang merupakan bagian kalimat

dalam pasal tersebut makna pasal tersebut dapat berubah sama sekali dan

dipandang dengan demikian tidak lagi bertentangan dengan UUD 1945.

b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945.

Sengketa kewenangan antar lembaga negara secara jelas
memperoleh batasan bahwa lembaga negara tersebut hanyalah lembaga
negara yang memperoleh kewenangannya menurut UUD 1945 sehingga
jelas meskipun dapat terjadi multitafsir dapat dilihat dalam UUD 1945
lembaga negara mana yang memperoleh kewenangannya secara langsung
dari UUD 1945. Oleh karena Undang-Undang Dasar adalah juga mengatur
organisasi negara dan wewenangnya. Bahwa lembaga negara tersebut
harus merupakan organ konstitusi yaitu baik yang dibentuk berdasarkan
konstitusi maupun yang secara langsung wewenangnya diatur dan
diturunkan dari Undang-Undang Dasar.
¢) Memutus pembubaran partai politik

Berbeda dengan permohonan pengujian undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar dimana akses terhadap Mahkamah Konstitusi
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tampaknya agak luas yang memiliki standing untuk mengajukan
permohonan pembubaran partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 68
Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi hanya
pemerintah.

Berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi mewajibkan pemerintah sebagai pemohon
untuk menguraikan dengan jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program,
dan kegiatan partai politik. Yang semuanya bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar merupakan alasan partai politik tersebut untuk dibubarkan.
Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran Partai
Politik, dilakukan dengan pembatalan pendaftaran partai pada pemerintah.
d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Perselisihan ini terkait dengan penetapan hasil pemilihan umum
secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
yang mengakibatkan seorang yang harusnya terpilih baik seorang anggota
Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau mempengaruhi
langkah calon Presiden dan Wakil Presiden melangkah keputaran kedua
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau mempengaruhi calon terpilih
menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu terjadi karena adanya

kekeliruan dalam penghitungan suara hasil pemilu.
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Yang dapat menjadi pemohon dalam perselisihan hasil pemilu
yaitu34
a. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta pemilu.
b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
peserta pemilu;
c. Partai politik peserta pemilu
Yang dapat menjadi termohon adalah Komisi Pemilihan Umum
dan meskipun asal perselisihan adalah di daerah pemilihan tertentu yang
hasil perhitungan awal dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS)
yang kemudian direkapitulasi ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan
dilanjutkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Komisi Pemilihan
Umum tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilihan umum secara
nasional dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat di Jakarta.
Pada intinya permohonan perselisihan hasil pemilu mengajukan dua hal
pokok yaitu :*°
(1) Adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Komisi

Pemilihan Umum dan hasil perhitungan yang benar menurut

pemohon.

(2) Dasar perhitungan pemohon harus didasarkan pada alat-alat bukti
yang dapat menunjukkan ketidakbenaran perhitungan Komisi

Pemilihan Umum. Dan berdasarkan hal tersebut pemohon meminta

* Lihat Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi
> Lihat Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi
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agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil perhitungan suara
yang dumumkan Komisi Pemilihan Umum dan agar Mahkamah
Konstitusi menetapkan hasil penghitungan suara yang benar

menurut pemohon.

e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) atas pelanggaran hukum yang dilakukan
Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945

4. Putusan Mahkamah Konstitusi
Ketentuan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi diatur
dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi. Dasar yang dipergunakan oleh Mahkamah
Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 sesuai alat bukti dan keyakinan hakim. Alat bukti dan

keyakinan hakim merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi untuk sahnya

* Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.2006.hal 77
34



atau terbuktinya suatu peristiwa dalam pembuktian.’’ Keyakinan hakim adalah
keyakinan hakim berdasarkan alat bukti dan tidak boleh secara tiba-tiba. Dalam
menjatuhkan putusan yang berisi mengabulkan permohonan, harus didasarkan
sekurang-kurangnya dua alat bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat
fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi
dasar putusan yang diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang
pleno Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.

Terdapat dua jenis putusan hakim dalam suatu proses peradilan yaitu
putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili yang disebut
dengan putusan akhir. Sedangkan putusan yang dibuat dalam dan menjadi bagian
dari proses peradilan yang belum mengakhiri perkara atau sengketa disebut
dengan putusan sela atau putusan provisi. Sesuai dalam PMK Nomor 16 Tahun
2009 dan PMK Nomor 17 Tahun 2009, putusan sela diartikan sebagai putusan
yang diatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir berupa putusan untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkaitan dengan objek yang
dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.*®
Sedangkan dalam Pasal 31 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman
Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, putusan akhir ialah putusan

diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya tujuh Hakim Konstitusi

*7 Bambang sutiyoso. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia :Upaya
Membangun Kesadaran dan Pemahaman kepada Publik Akan Hak-Hak Konstitusionalnya yang
dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan melalui Mahkamah Konstitusi. PT Citra Aditya bakti,
Bandung,2006. Hal. 120

% Lihat Pasal 1 angka 19 PMK Nomor 16/PMK/2009 dan Pasal 1 angka 9 PMK Nomor
17/PMK/2009
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vang dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri

sekurang-kurangnya tujuh Hakim Konstitusi.

Dilihat dari amar putusan dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan
menjadi tiga bagian yaitu declaratoir, constitutief dan condemnatoir. Putusan
declaratoir adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum
misalnya pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda
atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum. Putusan
constitutief adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau
menciptakan suatu keadaan hukum baru. Putusan condemnatoir adalah putusan
yang berisi penghukuman tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi.
Misalnya putusan yang menghukum tergugat membayar sejumlah uang ganti

. 39
rugi.

Secara umum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat declaratoir dan
constitutief. Putusan Mahkamah Konstitusi berisi pernyataan apa yang menjadi
hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan

keadaan hukum baru.*

Menurut Maruarar Siahaan, putusan Mahkamah Konstitusi yang mungkin
memiliki sifat condemnatoir adalah dalam perkara sengketa kewenangan
konstitusional lembaga negara yaitu memberi hukuman kepada pihak termohon

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang

* Widodo ekatjahjana dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.2010.hal.55
“Op.cit
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Nomor 24 tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam
hal permohonan dikabulkan untuk perkara sengketa kewenangan konstitusional
lembaga negara, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa
termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang

dipersengketakan.'

Putusan yang telah dicapai dalam RPH dapat diucapkan dalam sidang
pleno pengucapan putusan hari itu juga, atau dapat ditunda pada hari lain. Jadwal
sidang pengucapan putusan harus diberitahukan kepada para pihak dan putusan
ditanda tangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus, serta oleh

panitera penganti.

Dalam pemberian putusan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi,

terdapat 2 acara persidangan yaitu:*?

1. Sidang Pleno adalah sidang yang dilakukan oleh
majelis Hakim Konstitusi minimal dihadiri oleh
tujuh hakim konstitusi. Persidangan ini dilakukan
terbuka untuk umum dengan agenda pemeriksaan
persidangan atau pembacaan putusan. Pemeriksaan
persidangan meliputi mendengarkan pemohon,
keterangan saksi, ahli dan pihak terkait serta
memeriksa alat-alat bukti.

2. Sidang Panel merupakan sidang yang terdiri dari
tiga orang Hakim Konstitusi yang diberi tugas
untuk melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan.
Persidangan ini diselenggarakan untuk memeriksa
kedudukan hukum pemohon dan isi permohonan.
Hakim konstitusi dapat memberi nasihat perbaikan
permohonan.

! Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.2006.hal.240
* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43 16
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Sebelum Hakim Konstitusi membacakan putusannya dalam persidangan

sebelumnya para Hakim Konstitusi melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim

(RPH) terlebih dahulu. Rapat Permusyawaratan Hakim ini bersifat tertutup dan

rahasia. Rapat ini hanya dapat diikuti oleh Hakim konstitusi dan Panitera. Dalam

rapat inilah perkara dibahas secara mendalam dan rinci serta putusan Mahkamah

Konstitusi diambil yang harus dihadiri sekurang-kurangnya tujuh hakim

konstitusi. Pada saat RPH, Panitera mencatat dan merekam setiap pokok bahasan

dan kesimpulan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya isi putusan hakim konstitusi

terbagi atas 3 macam yaitu:*

1.

Permohonan Tidak diterima (Niet Onvankelijk
Verklaad)

Putusan Hakim  Konstitusi  menyatakan
permohonan tidak diterima (niet onvankelijk verklaad)
apabila permohonannya melawan hukum atau tidak
berdasarkan hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 50
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan :

“Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk
diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah
perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945™

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
merupakan dasar utama dalam pengujian peraturan
Perundang-undang yang ada.

Permohonan Ditolak (Ontzigd)

Putusan  hakim  konstitusi  menyatakan
permohonan ditolak (ontzigd) apabila permohonannya

“ Ibid
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tidak beralasan. Dalam hal ini undang-undang
dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia tahun 1945, baik mengenai
pembentukan maupun materi muatan ayat, pasal
dan/atau undang-undang sebagian atau keseluruhannya
vang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai
kedudukan hukum yang mengikat, maka amar
putusannya menyatakan permohonan ditolak.

3. Permohonan Dikabulkan

Putusan  hakim  konstitusi  menyatakan
permohonan  diterima  apabila  permohonannya
beralasan. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi
berpendapat bahwa permohonan beralasan atau dalam
hal pembentukan perundang-undangan berdasarkan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
dan Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas
materi muatan ayat, pasal dan/atau undang-undang
sebagian  atau keseluruhannya yang bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
tahun 1945, maka amar putusannya menyatakan
permohonan dikabulkan.

Selain kemungkinan diputus dengan amar putusan permohonan tidak dapat
diterima, permohonan dikabulkan dan permohonan ditolak, terdapat pula
kemungkinan lain yaitu perkara tersebut ditarik kembali dan Mahkamah
Konstitusi menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang. Dalam hal perkara
tersebut ditarik kembali, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PMK Nomor
06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang, maka Ketua Mahkamah Konstitusi menerbitkan ketetapan penarikan

kembali yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
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BAB II1

PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Kedudukan Masa Jabatan Jaksa Agung Menurut Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan
Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Kejaksaan adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang
penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, hal ini ditegaskan
dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia.** Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum
melaksanakan tugasnya secara merdeka dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. UUD 1945
adalah landasan konstitusional Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengemban
tugas serta wewenangnya, yang harus ditaati, dihormati dan dipelihara serta
dipertahankan oleh setiap warga Kejaksaan.

Sebagai Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara
dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang memimpin, mengendalikan
pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan. Secara kelembagaan, Kejaksaan
menganut prinsip satu dan tidak terpisahkan. Jaksa Agung sebagai pejabat negara,
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden seperti yang dicantumkan dalam Pasal

19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

“ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4401
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Republik Indonesia. Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung
terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia *’

Untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik
Indonesia sebagai badan negara yang terpisah dari lembaga eksekutif ditunjuk
seorang Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan
mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres). Selain itu juga dibentuk Komisi
Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas membantu Presiden untuk
memberdayakan Kejaksaan Republik Indonesia.*® Seperti yang dicantumkan
dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 Tentang
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 3 ayat (1), Komisi Kejaksaan berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Komisi Kejaksaan merupakan
lembaga pemerintah non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya bersifat mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.*’
Tugas dari Komisi Kejaksaan ini ialah :*

a. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap
kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan
tugas kedinasannya;

b. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap
sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di
dalam maupun di luar tugas kedinasan;

¢. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi,

kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya
manusia di lingkungan Kejaksaan; dan

* Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kcjaksaan Republik
Indonesia.

% Marwan Effendi Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.hlm. 142.

*’ Lihat Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 Tentang
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

“* Lihat Pasal 10 ayat (1)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005
Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
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d. Menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas
pengawasan, pemantauan dan penilaian sebagaimana tersebut
huruf a, huruf b, huruf ¢ untuk ditindak lanjuti.

1. Kedudukan Jaksa Agung dalam Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa Agung adalah Pejabat Negara Setingkat Menteri. Jaksa Agung
adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin,
mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Kejaksaan adalah
badan pemerintah, yang dimana pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu
badan pcmerintahan yang kedudukannya dibawah Presiden, sebagaimana
dimaksud Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, bahwasanya Presiden memegang
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai pemegang
kekuasaan pemerintah tertinggi, Presiden memiliki hak istimewa untuk
mengangkat ataupun memberhentikan Jaksa Agung. Hal ini ditegaskan pada Pasal
19 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa
Jaksa Agung adalah Pejabat Negara yang pengangkatan dan pemberhentiannya
dilakukan oleh Presiden.*’

Jaksa Agung sebagai bawahan Presiden, harus mampu melakukan
tiga hal yaitu :*
a. Menjabarkan instruksi, petunjuk, dan berbagai
bentuk kebijakan lainnya dari Presiden dalam tugas
dan wewenangnya dalam bidang penegakan hukum

b. Melaksanakan instruksi, petunjuk, dan berbagai
kebijakan presiden yang telah dijabarkan tersebut.

* Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia
% Ibidhlm 125.
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c. Mengamankan instruksi, petunjuk dan berbagai
kebijakan Presiden yang sementara dan telah
dilaksanakan.

Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil
Jaksa Agung dan enam Jaksa Agung Muda yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan,
Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa
Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha
Negara, dan Jaksa Agung Muda Pengawasan. Jaksa Agung dan Wakil Jaksa
Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan dan Jaksa Agung Muda adalah
unsur pembantu pimpinan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas
usul Jaksa agung.”’

Jaksa Agung sebagai pejabat Negara yang merupakan pimpinan dari
institusi Kejaksaan mempunyai 3 fungsi pokok ialah:*

a. Dalam kedudukan struktural, Jaksa Agung
memimpin, mengendalikan Kejaksaan, dan
membina aparatur Kejaksaan agar efisien (berdaya
guna) dan efektif (berhasil guna) dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya.

b. Dalam kedudukan sebagai Pembantu Presiden,
Jaksa Agung terlihat aktif melaksanakan sebagian
tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan
masyarakat dibidang hukum.

c. Dalam kedudukan sebagai Fungsional, Jaksa Agung
melaksanakan tugas dan wewenang dalam
penegakan hukum baik preventif maupun represif
seperti mengesampingkan perkara demi
kepentingan umum, mengajukan kasasi demi
kepentingan umum, mencegah atau melarang orang
tertentu untuk masuk ke dalam atau meninggalkan
wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia
karena keterlibatannya dalam perkara pidana,

*'Lihat Pasal 18 dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia.
*? [bid.him. 145.
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memberi izin kepada tersangka atau terdakwa dalam
hal tertentu untuk berobat atau menjalni perawatan
dirumah sakit baik didalam maupun di luar negeri.
2. Pengaturan Tentang Masa Jabatan Jaksa Agung Menurut Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik

Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lainnya

Dalam  Pasal 22 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia,

menjelaskan mengenai tentang pemberhentian Jaksa Agung secara hormat dari

jabatannya i

1) Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari
jabatannya karena:
a. Meninggal dunia;
b. Permintaan sendiri;
¢. Sakit jasmani;
d. Berakhir masa jabatannya;
e. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21.
(2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
diatas menimbulkan ketidakpastian hukum karena multitafsir. Pasal tersebut
dianggap multitafsir karena tidak jelas bagaimana sebetulnya sistem jabatan untuk
Jaksa Agung. Karena disana hanya menyebutkan ‘berakhirnya masa jabatannya’
tanpa menjelaskan kapan tepatnya berakhirnya masa jabatan itu, lain halnya untuk
jaksa, pemberhentian mereka diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2004, dimana masa jabatan dianggap berakhir apabila salah satunya adalah

% Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4401




mencapai usia 62 tahun. Sedangkan untuk Jaksa Agung, masa jabatannya diatur
dalam bab tersendin dalam undang-undang kejaksaan ini dan persyaratannya
berbeda dengan syarat menjadi Jaksa (Pasal 9 huruf a, c, d, f, g) **

Jaksa Agung diangkat oleh Presiden, baik dari karier atau non karier, yang
berarti Jaksa Agung dipilih berdasarkan political appointment. Hal ini
dikarenakan beliau dapat mengeluarkan keputusan publik atas namanya sendiri.
Dengan demikian, pada Jaksa Agung, usia pensiun 62 tahun tidak berlaku.’® Arti
dari kata karir itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan dan pekerjaan yang memberikan
harapan untuk maju. Maka dapat disimpulkan karir ialah orang yang telah
menguasai dalam satu bidang pekerjaannya sedangkan non karir ialah orang yang
belum sepenuhnya menguasai salah satu bidang pekerjaan. Sedangkan maksud
dari political appointment (janji politik) adalah jabatan-jabatan yang diangkat dari
Partai Politik dalam lingkup kementerian dan departemen yang memberikan
kebijakan-kebijakan politik dalam departemennya selama 5 tahun ia memerintah

departemen tersebut .*®

Dalam buku sejarah Kejaksaan Republik Indonesia juga menjelaskan
mengenai perbedaan antara masa jabatan Jaksa dengan Jaksa Agung, pada
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 yaitu undang-undang kejaksaan yang

lama, tidak terdapat pengertian, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian,

** Derry Patra Dewa, Analisa Mengenai Keabsahan Jaksa Agung Hendarman Supandji
dan Tindakan Hukum yang Dilakukan Sebelum Putusan MK 49/PUU-VIII/2010, Tersedia di

www.gotggle.com. diakses pada tanggal 11 september 2011.
Ibid
% Nurul Huda, Kuasa Rakyat Merdeka, KIS, Yogyakarta, 2001, him.8
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tugas serta wewenang Jaksa ataupun larangan perangkapan jabatan atau pekerjaan
bagi jaksa. sedangkan undang-undang kejaksaan yang baru yaitu Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1991, secara jelas dan rinci telah mencantumkannya, misalnya
untuk dapat diangkat sebagai Jaksa serendah-rendahnya berumur 25 tahun dan
untuk pensiun berumur 58 tahun bagi jaksa dan 60 tahun bagi kepala Kejaksaan
Tinggi atau jabatan yang dipersamakan, seperti Wakil Kepala Jaksa Agung dan
Jaksa Agung Muda.”’

Menurut Konvensi ketatanegaraan, seorang Jaksa Agung disetarakan
dengan Menteri Negara dan dengan demikian, maka masa jabatannya disamakan
dengan masa jabatan kabinet. Dalam Keppres Nomor 31/P/2007 juga disebutkan
bahwa Jaksa Agung disetarakan kedudukannya dengan Menteri Negara dan
diangkat bersamaan dengan 6 Menteri Negara lain dalam reshuffle kabinet tahun
2007. Hal ini terkait dengan pertanyaan yang timbul dari Pasal 22 ayat (1) huruf d
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, perihal batas masa jabatan Jaksa Agung.
Dari ketentuan tersebut timbul multitafsir yang terwujud terutama dalam Keppres
Nomor 83/P/2009 yang tidak mengangkat lagi Hendarman Supandji sebagai Jaksa
Agung, sementara seluruh Kabinet Indonesia Bersatu I telah diberhentikan
menurut Keppres tersebut.

Dari perbedaan pendapat diatas penulis dapat menafsirkan bahwa tidak
adanya aturan yang mengikat dan kepastian hukum dalam menetapkan jangka
waktu masa jabatan Jaksa Agung ini. Oleh sebab itu terjadinya permohonan

pengujian terhadap Pasal 22 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

*7 Direktorat jenderal hukum dan perundang-undangan. Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomaoror 5 tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Jakarta, 1995.
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2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diajukan ke pengadilan

Mahkamah Konstitusi.

B. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU/VIII/2010
Terhadap Masa Jabatan Jaksa Agung Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

1. Analisa Kasus dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
49/PUU/VIIL/2010

1.1 Deskripsi Kasus®®

Pada tanggal 20 Oktober 2004, diterbitkanlah sebuah Keputusan Presiden
(Keppres) Nomor 187 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu dengan masa tugas kabinet lima tahun terhitung sejak tanggal disahkan.
Keppres ini berisi nama-nama anggota Kabinet Indonesia Bersatu yang terdiri atas
Jjabatan-jabatan Menteri dan setingkat Menteri. Pada Keppres tersebut, Abdul
Rachman Saleh diangkat sebagai Jaksa Agung Kabinet Indonesia Bersatu, yang
mana jabatan Jaksa Agung dimasukkan menjadi anggota kabinet dengan
kedudukan setingkat Menteri Negara.

Pada tanggal 7 Mei 2007, Abdul Rachman Saleh diberhentikan dengan
hormat dari jabatannya dan digantikan dengan Hendarman Supandji S.H, CN
berdasarkan Keppres Nomor 31/P Tahun 2007 sebagai Jaksa Agung Kabinet
Indonesia Bersatu dengan kedudukan setingkat Menteri Negara.

Pada tanggal 20 Oktober 2009, masa tugas Kabinet Indonesia Bersatu

habis digantikan dengan Kabinet Indonesia Bersatu Il berdasarkan SK Presiden

* Fadillah Isnan, Keabsahan dan Legalitas Jaksa Agung Pasca Putusan MK 49/PUU-
VIII/2010, Tersedia di www.google.com, diakses pada tanggal 11 september 2011
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Nomor 83/P/2009. Hal ini berarti kedudukan Hendarman Supandji selaku Jaksa
Agung yang menggantikan Abdul Rachman Saleh, berakhir pula dengan
berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dan berakhirnya masa
bakti Kabinet Indonesia Bersatu pada tanggal 20 Oktober 2009. Namun pada SK
Presiden tersebut yang diangkat hanya para Menteri Negara dan sama sekali tidak
menyebutkan kedudukan Jaksa Agung.

Maka akhirnya pada tanggal 6 Juli 2010 dilakukan permohonan judicial
review dengan Nomor Perkara 49/PUU/VIII/2010 oleh Prof. Dr. Yusril Thza
Mahendra terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai masa jabatan Jaksa Agung
vang dianggap tidak jelas dan multitafsir. Yang dalam permohonan ini Yusril [hza
Mahendra bertindak sebagai pemohon dan yang menjadi termohon ialah lembaga
legislatif yaitu pemerintah.

1.2 Pengajuan Pemohonan

Alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 22 ayat
(1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia:*

a. Pemohon berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil dalam negara hukum;

b. Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan kejelasan

batas masa jabatan Jaksa Agung;

*” Lihat Putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010, him.8
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¢. Dapat seseorang yang menduduki jabatan Jaksa Agung tanpa Surat
Pengangkatan oleh Presiden akibat kesalahan tafsir Pasal 22 Ayat (1) UU
Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

d. Jaksa Agung tanpa dasar pengangkatan telah melakukan tindakan-tindakan
hukum;

e. Pasal 22 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
merugikan hak-hak konstitusional Pemohon;

f. Pasal 22 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjadi
Inkonstitusional jika tidak memiliki penafsiran yang pasti.

Isi permohonan dari pemohon yaitu :*

a. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 22 ayat (1)
huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

b. Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 1
ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang tidak ditafsirkan

sesuai masa jabatan Presiden dan masa jabatan anggota kabinet;

c. Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak

* Lihat Putusan MK Nomor 49/PUU-VI1/2010, him.36
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ditafsirkan sesuai masa jabatan Presiden dalam satu periode dan masa

jabatan anggota kabinet;

d. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap
Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia tetap mempunyai kekuatan hukum
mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat
memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 22 ayat (1) huruf d
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung
Republik Indonesia, dengan menyatakan konstitusional bersyarat
(conditionally constitutional) diartikan bahwa masa jabatan Jaksa Agung
itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia

dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet;

e. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya.

Dalam pengajuan Permohonan Pengujian Pasal 22 ayat (1) huruf (d)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
ini, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan sebagian permohonan pemohon
dan menafsirkan bahwa masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan

berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode
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bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa
jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan.®'

Dengan diterimanya sebagian permohonan Prof. Dr. Yusril [hza Mahendra
terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia mengenai masa jabatan Jaksa Agung, memberikan
kejelasan bahwa masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa
jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa
jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden
dalam periode yang bersangkutan.

Perlu kita ketahui bahwasanya Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat
final, mengikat dan non-rektro aktif. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1)
UUD 1945 Jo. Pasal 10 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.%

Maksud dari putusan Mahkamah Konstitusi bersifat non-retro aktif ialah
bahwa putusan tersebut hanya akan menjadi dasar hukum untuk masa ke depan,
tidak mengatur untuk masa jabatan yang telah berlalu. Sehingga dengan adanya
asas ini, masa jabatan Jaksa Agung selesai ketika putusan ini dibacakan, bukan
sejak tanggal 20 oktober 2009. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan yang

cepat dari Presiden apakah akan memberhentikan Hendarman dan mengangkat

®! Derry Patra Dewa, Analisa Mengenai Keabsahan Jaksa Agung Hendarman Supandji
dan Tindakan Hukum yang Dilakukan Sebelum Putusan MK 49/PUU-VIII/2010, Tersedia di
www_gmgle‘com, diakses pada tanggal 11 september 2011.

¢ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4316
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Jaksa Agung baru atau tidak, sebab jabatan Jaksa Agung adalah jabatan strategis

yang tidak boleh kosong.”

1.3 Keterangan Saksi dari pihak pemohon dan termohon®

Dalam sidang pembuktian, tanggal 12 dan 24 agustus 2010 yang lalu,
untuk memperkuat dalil-dalilnya, pemohon telah menghadirkan beberapa ahli
dalam persidangan, yaitu Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL., Prof. Dr. HM.
Laica Marzuki, S.H., Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., Dr. Margarito
Kamis, Prof. H. A. S Natabaya, S.H., L.L.M.

1. Ahli Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL

Menyatakan bahwa pada prinsipnya masa jabatan memiliki batas, dan
begitu pula untuk jabatan Jaksa Agung, kemudian pertanyaan berikutnya,
kapankah itu berakhir, jika pengaturan dalam pasal 22 huruf d Undang-Undang
Kejaksaan hanya menyebutkan “berakhir masa jabatannya™ tanpa memberikan
penegasan batas berakhirnya masa jabatan, Bagir menyatakan batasnya adalah
usia pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan, Jaksa akan berakhir masa
jabatannya pada saat mencapai usia 62 Tahun dengan hak pensiun, jadi dari sudut
itu Jaksa Agung sebagai Jaksa menurut Undang-Undang wajib pensiun pada usia
62 tahun.

Pendapat Bagir, Jaksa Agung adalah termasuk dalam pelaksana fungsi
administrasi negara yang bertindak atas nama negara, bukan fungsi

ketatanegaraan, artinya Jaksa Agung termasuk rezim eksekutif. Kalau Jaksa

% Fadillah Isnan, Keabsahan dan Legalitas Jaksa Agung Pasca Putusan MK 49/PUU-
VIII/2010, Tersedia di www.google.com, diakses pada tanggal 11 september 201
* Lihat Putusan MK Nomor 49/PUU-V11/2010, him.37
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Agung itu adalah pejabat administrasi negara, maka ia harus tunduk kepada semua
kaidah-kaidah hukum administrasi negara. Sebaliknya kalau Jaksa Agung itu
diperlakukan sebagai anggota kabinet maka ia akan berhenti bersama-sama
anggota kabinet yang lain.

2. Ahli Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

Berpendapat bahwa Jaksa Agung adalah jabatan publik dibawah Presiden.
Jabatan Jaksa Agung adalah bagian kekuasaan pemerintah negara dibawah
Presiden, sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) UUD 1945 bahwasanya
Presiden memegang kekuasaan pemerintahn menurut Undang-Undang Dasar.
Kekuasaan pemerintah adalah la puissance executrice, jabatan Jaksa Agung
berada dalam kekuasaan eksekutif. Dan rumusan ‘berakhir masa jabatannya’ pada
Undang-Undang Kejaksaan adalah mengandung multitafsir atau polyinterpreatel
yang pada gilirannya mengakibatkan ketidakpastian hukum. ia menyimpulkan
norma multitafsir dan ketidakpastian hukum tersebut telah bertentangan dengan
UUD 1945 terutama pasal 1 ayat 32 dan pasal 28D ayat 1. Hakikat
konstitusionalisme adalah membatasi kekuasaan. Oleh karena itu dengan adanya
jabatan otoritas publik yang masa jabatannya tidak dibatasi berarti mencederai
kedaulatan rakyat.

3. Ahli Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.

Menganggap ketidakjelasan legalitas jabatan Hendarman Supanji sungguh
merupakan persoalan serius terkait status hukum atau legalitas dari tindakan
Hendarman Supanji baik dalam kapasitas pribadi hukum sebagai Jaksa Agung dan

maupun sebagai pemimpin tertinggi lembaga Kejaksaan.
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4. Ahli Dr. Margarito Kamis

Berargumen Pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan Agung dengan resmi
dinyatakan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dalam rapat kabinet yang
dipimpin oleh Presiden Soekarno. Sejak tanggal itu, Kejaksaan Agung bagian
menjadi Departemen Kementerian dan bagian dari kekuasaan eksekutif. Masa
jabatan Jaksa Agung adalah 5 tahun yang ditentukan sejak pelantikan, karena jelas
Jaksa Agung itu menjadi bagian dari Pemerintah dan diangkat bersamaan dengan
Menteri-Menteri menjadi pembantu Presiden. Hitungan 5 tahun karena mengikuti
masa jabatan Presiden. Patokan tersebut adalah masa jabatan Presiden yang
analoginya sama dengan masa jabatan Menteri.

5. Ahli Prof. H. A. S Natabaya, S.H., L.L.M.

Menyatakan bahwa tidak ada masa jabatan yang diatur oleh Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004. Ditambahkan lagi bahwa menurut beginselen van
behoorlijke regelgeving (asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik)
yang diambil alih oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, setiap
undang-undang itu harus mempunyai beberapa asas, antara lain mengenai asas
mengenai kejelasan tujuan, asas mengenai organisasi yang tepat (de juiste orgaan)
dan juga asas mengenai dapat dilaksanakan (uitvoerbaarheid) dan het zekerheid
beginsel, artinya undang-undang itu harus mengatur adanya kepastian hukum,
kalau tidak ada kepastian hukum maka dia itu bertentangan dengan beginselen van

behoorlijke regelgeving tersebut.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus

menjadi pedoman (directives) dalam proses pembuatan undang-undang,
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mengingat fungsinya yang penting dalam persyaratan kualiatas aturan hukum,
sehingga undang-undang yang dihasilkan memiliki efektivitas dari segi
pencapaian tujuan (doeltreffendheid), pelaksanaan (uitvoerbaarheid) dan
penegakan hukumnya (handhaafbaarheid). Kemudian proses pembentukan
undang-undang yang memilki karakteristik berkelanjutan harus tunduk dan patuh
pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagai
asas hukum. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini diwujudkan
dengan adanya perencanaan didahului dengan penyusunan naskah akademik
(academik draff), implementasi partisipasi publik (public participation) secara
optimal pada fase penyiapan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang, serta
antisipasi mengenai kemungkinan pengujian UUD 1945, melalui penyesuaian

materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang.®’

Selain 5 saksi ahli diatas, pemohon juga mengajukan Saksi Prof. Erman
Rajagukguk, S.H., L.L.M., Ph.D yang membuat keterangan affidavit di hadapan
Evawani Alissa Chairil Anwar, S.H., M.Kn, Notaris yang berkedudukan di Kota
Bekasi, pada pokoknya menerangkan bahwa Jaksa Agung Republik Indonesia
selalu diangkat oleh Presiden diawal pembentukan kabinet dan jabatan itu
berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa bakti kabinet yang disesuaikan
dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 5 (lima) tahun dan
Pengangkatan Jaksa Agung selalu dimuat di dalam Keputusan Presiden tentang
pembentukan dan/atau reshuffle kabinet, demikian pula pemberhentian Jaksa

Agung dilakukan bersama-sama dengan pemberhentian seluruh anggota kabinet.

% Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, PT
Raja Grafindo Persada.2009.hlm 1.
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Selain ahli dari pihak pemohon, dalam persidangan tersebut Pemerintah
sebagai pihak termohon juga menghadirkan beberapa saksi untuk memperkuat

dalil-dalilnya yaitu :*°

1) Letjen (Purn.) Achmad Roestandi, S.H.

Memberikan kesaksian dalam lingkup perbedaan antara Jaksa Agung
dengan Jaksa dalam menentukan masa jabatannya. Jaksa Agung adalah Pejabat
Negara sedangkan Jaksa bukan Pejabat Negara tetapi PNS (Pegawai Negeri Sipil).
Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan Jaksa diangkat
dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Jaksa umur minimal pengangkatan 25
sampai 35 tahun. Kalau Jaksa Agung tidak ada batasnya pengangkatannya. Jaksa
mempunyai syarat lain untuk diangkat yaitu harus lulus pendidikan dan latihan
pendidikan Jaksa, sedangkan Jaksa Agung tidak. Akibatnya, misalnya di dalam
syarat umur, Jaksa adalah 62 tahun, sedangkan Jaksa Agung bisa seumur hidup
karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya.

Masa jabatan Jaksa Agung yang seumur hidup bukan berarti tidak
demokratis karena tidak selalu demokrasi itu harus ada masa jabatan. Kalau mau
mengubah aturan tersebut, maka bukan melakukan judicial review, tetapi
harusnya adalah /legislative review. Oleh karena itu menurut Achmad Rostand,
Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai wewenang untuk menentukan umur atau
untuk menentukan masa jabatan Jaksa Agung. Oleh karena itu DPR yang harus

melakukan segera legislative review untuk menentukan, masa jabatan Jaksa

r .
% Lihat Putusan MK Nomor 49/PUU-VII/2010, him.59_— e ‘;\\;s.b-\\
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2) Prof. Dr. Philipus M.Hadjon, S.H.

Memberikan kesaksian berdasarkan asas-asas hukum yang menyatakan
bahwa jabatan Hendarman tetap sah sebagai Jaksa Agung. Adapun asas-asas yang
mendukung tersebut ialah Asas praesumptio iustae causa (vermoeden van
rechtmatugheid) berarti setiap keputusan pemerintahan harus dianggap sah sampai
ada pembatalan (asas contrario sepanjang belum/tidak dibatalkan, keputusan
tersebut tetap sah). Asas contrarius actus berarti setiap keputusan pemerintahan
hanya dapat dibatalkan dengan keputusan pemerintahan setingkat. Asas nieftigheid
(kebatalan) keputusan pemerintahan berarti tidak ada keputusan pemerintah yang
nietieg (batal) atau batal demi hukum (van rechtsmewe nietig) tetapi hanya dapat
dibatalkan (vernietighaar) kecuali keputusan tersebut nyata-nyata tidak
didasarkan kewenangan yang sah.

3) M. Fajrul Falaakh, S.H., M.H.

Menurut Fajrul, Norma utama (primary rule) adalah bahwa Jaksa Agung
itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Primary rule yang dituangkan di
dalam Pasal 19 Undang-Undang 16 Tahun 2004 sesuai dengan prinsip negara
hukum yang demokratis bahwa sudah seharusya jabatan publik termasuk jabatan
Jaksa Agung, Jaksa Agungnya tidak mengangkat diri sendiri dan tidak
memberhentikan diri sendiri. Artinya, Jaksa Agung bergantung kepada keputusan
politik dari pejabat yang berwenang. Mengenai kedudukan Jaksa Agung, dengan
jelas Undang-Undang menentukan bahwa Jaksa Agung itu sekarang adalah

pejabat negara dan dilarang merangkap jabatan negara lainnya. Dengan demikian,
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Jaksa Agung bukan Menteri. Penyebutan kedudukan setingkat Menteri itu cuma
kaitannva dengan penggajian dan lain-lain.

4) Prof. Dr. (lur.) Adnan Buyung Nasution, S.H.

Menurut Adnan, Permasalahan yang diajukan Pemohon bukan ranah
Mahkamah Konstitusi, tetapi mungkin ranah dari peradilan umum. Karena
Kalaupun ada kerugian yang dirasakan oleh Pemohon, maka kerugian itu adalah
konsekuensi dari posisi Pemohon sebagai Tersangka yang berada dalam ranah
hukum pidana, bukan ranah sengketa konstitusional yang menjadi kewenangan
Mahkamah Konstitusi.

5) Denny Indrayana, S.H., L.L.M., Ph.D.

Memberikan pendapat bahwa kalaupun ada jabatan seumur hidup bukan
berarti bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Alternatif Jabatan seumur
hidup justru dapat sangat berkaitan dan sangat menguatkan prinsip independensi
satu lembaga. Ditambahkan lagi bahwa masa jabatan pejabat negara memang
berbeda-beda dan perbedaan itu merupakan politik hukum legislasi. Sepanjang
Keppres Tahun 2007, yang terkait dengan Hendarman Supandji belum dicabut,
maka dasar hukum Hendarman masih menggunakan Keppres tersebut

Pada persidangan terhadap kasus masa jabatan Jaksa Agung itu, juga
mendengarkan Keterangan dari DPR. Dalam penyampaian pandangannya, DPR
terlebih dahulu menanggapi mengenai kedudukan hukum (legal standing)
pemohon. DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih
dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan vyang

58




dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian
terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari
diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. sebagaimana yang
diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi.
Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR menyerahkan
sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk
mempertimbangkan dan menilai apakah pemohon memiliki kedudukan hukum
(legal standing) atau tidak.

Selanjutnya DPR menyampaikan pandangannya perihal Pengujian Materil
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat
(1) buruf d Undang-Undang a quo sudah cukup jelas dan tegas menentukan
bahwa Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena berakhir
masa jabatannya. Dalam hal ini DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal a quo
berkaitan dengan Pasal 19 ayat (2) UU a quo yang pada pokoknya mengatur
berakhirnya masa jabatan seorang Jaksa Agung sepenuhnya wewenang Presiden.
Oleh karena menurut ketentuan Undang-Undang a quo Presiden-lah yang
mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung.
Dengan demikian sepanjang Presiden belum mengeluarkan keputusan untuk
memberhentikan Jaksa Agung, maka menurut hukum masa jabatan Jaksa Agung
belum berakhir.

Bahwa terkait dengan kedudukan Jaksa Agung RI yang disetarakan

setingkat dengan Menteri Negara, DPR berpendapat bahwa hal tersebut hanya
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terkait dengan hak-hak administrasi dan keprotokolan sebagai pejabat negara, oleh
karena itu sangat tidak relevan jika berakhimya masa jabatan Jaksa Agung
disamakan dan disesuaikan dengan berakhirmya masa jabatan Menteri Negara
dalam Kabinet Indonesia Bersatu. sebab sebagaimana telah dikemukakan di atas,
bahwa kedudukan Menteri Negara yang diatur dalam Undang-Undang
Kementerian Negara, dengan kedudukan Jaksa Agung yang diatur dalam Undang-
Undang Kejaksaan Republik Indonesia adalah berbeda diantara keduanya.
berdasarkan fakta dan penjelasanya tersebut, DPR berpendapat bahwa ketentuan
Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat
(3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Isi dari pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 49/PUU/VII/2010
ialah:*’

1. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 22 ayat
(1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4401, selanjutnya
disebut UU 16/2004) terhadap Pasal | ayat (3) dan Pasal
28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

2. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok
Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut
Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-
hal berikut:

a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus permohonan a quo;
b. Kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon;

¢ Lihat putusan MK Nomor 49/PUU-VII1/2010.him.94
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Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD
1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu
kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap
UUD 1945. Dan permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang-Undang
in casu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, sehingga
Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a
quo.

Perihal mengenai Kedudukan Hukum (legal standing) pemohon,
berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta
penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu
Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:®®

a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok
orang yang mempunyai kepentingan sama)

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam
Undang-Undang

¢. Badan hukum publik atau privat

d. Lembaga Negara

Dalam kasus ini, pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara

Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal

% Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4401
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22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang mengatur,
“Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannva karena:... d.
berakhir masa jabatannya”. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar pasal a quo
dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD
1945, sepanjang tidak ditafsirkan sesuai masa jabatan Presiden dan masa jabatan
anggota kabinet, dengan alasan yang secara lengkap telah diuraikan di dalam
bagian Duduk Perkara dan keterangan para ahli yang telah mendukung dalil-dalil
dari pihak pemohon dan pihak termohon.

Bila dikaitkan dalam Undang-Undang Kementerian Negara, seperti halnya
dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia, pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ini juga menyebutkan
bahwa menteri diangkat oleh Presiden, hal ini tertuang dalam Pasal 22 ayat (1).
Dengan kata lain antara Menteri dan Jaksa Agung sama-sama diangkat oleh
Presiden, dan dalam hal pemberhentiannya, berdasarkan Pasal 24 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Menteri berhenti
dari jabatannya karena meninggal dunia atau berakhirnya masa jabatan. hal ini
menguatkan argumen isi Pertimbangan Hukum dari Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 49/PUU/VIII/2010 diatas dalam hal keterangan saksi dari pihak
pemohon, namun hal tersebut bertentangan dengan keterangan dari DPR,
yangmana DPR berpendapat bahwa kedudukan Menteri Negara yang diatur
dalam Undang-Undang Kementerian Negara, dengan kedudukan Jaksa Agung
yang diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia adalah berbeda

diantara keduanya.
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Perihal mengenai pertimbangan hukum diatas saya berpendapat bahwa
pentingnya dilakukan suatu amandemen terhadap Undang-Undang Kejaksaan ini,
karena tidak adanya aturan batasan masa jabatan Jaksa Agung, Pasal 22 ayat 1
huruf d tersebut tidak sesuai dengan asas hukum administrasi. Maksud dari asas
hukum administrasi tersebut ialah asas Ne Bis Vexari Rule yaitu Merupakan asas
yang menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan atas
undang-undang dan hukum. Selain itu, Pasal 22 ayat (1) huruf d ini bertentangan
dengan asas demokrasi negara hukum dan juga tidak ada kepastian hukum
didalamnya. Oleh sebab itu diharapkan kedepannya pemerintah dapat memberikan
kepastian hukum dalam pembuatan isi pasal maupun ayat dalam setiap peraturan
perundang-undangan, agar tidak timbul kerancuan dalam menafsirkan isi undang-
undang tersebut sehingga rakyat dapat memahami makna dari isi undang-undang
itu.

Kepentingan hukum dalam kasus ini, bahwa adanya hak yang dimiliki
oleh pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan kejelasan dari pemerintah
terhadap maksud dari Pasal 22 ayat (1) huruf d yang dianggap multi tafsir. Arti
dari kepentingan hukum itu sendiri ialah hak yang dimiliki oleh setiap orang yang
dipandang penting dan perlu berada terus-menerus untuk kepentingan umum serta
kepentingan bersama dari masyarakat untuk dapat diperlindungi oleh hukum. Dan
jika kita bicara tentang kasasi demi kepentingan hukum maka yang mengajukan

adalah Jaksa Agung in person, bukan jabatannya sebagai pejabat negara.
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1.4 Amar Putusan dari putusan Mahkamah konstitusi

Nomor

49/PUU/VII/2010 Tentang Masa Jabatan Jaksa Agung Menurut

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik

Indonesia.

Adapun kutipan amar putusan Mahkamah konstitusi

49/PUU/VIII/2010 terkait masa jabatan Jaksa Agung ialah:®

a)
b)

d)

Mengabulkan  permohonan  Pemohon  untuk
sebagian;

Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara
bersyarat (conditionally  constitutional), yaitu
konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan
Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa
jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu
periode bersama-sama masa jabatan anggota
kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya
oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan™;
Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “masa jabatan Jaksa
Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa
jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu
periode bersama-sama masa jabatan anggota
kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya
oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan™;
Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita
Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

% Lihat Putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010, him.134
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e) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan
selebihnya;

2. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU/VIII/2010
Tentang Masa Jabatan Jaksa Agung Menurut Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Mahkamah konstitusi pada tanggal 22 September 2010 telah memutus
gugatan Yusril lhza Mahendra terhadap Pasal 22 Ayat (1) huruf d Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa masa jabatan Jaksa Agung berakhir
dengan berakhirnya masa jabatan presiden dalam satu periode bersama-sama masa
jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden
dalam periode yang bersangkutan. Ternyata putusan ini menuai polemik dan
kontroversi dalam masyarakat.

Pernyataan ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD dimedia mengenai
maksud putusannya, ditanggapi oleh staf khusus Presiden Bidang Hukum dan Hak
Asasi Manusia, Denny Indrayana dan Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi.
Keduanya menilai, jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji tetap legal.
Alasannya, amar putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat kata-kata yang
menyebut “Jaksa Agung Hendarman Supandji Ilegal™.”’ Akibat dari polemik itu
Presiden menuai kecaman berbagai pengamat lantaran dianggap mengabaikan

putusan Mahkamah Konstitusi, padahal pertimbangan putusan menurut Pasal 48

7 Majalah Konstitusi No. 44- September 2010. Gedung MK, Jakarta. Hal.8
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Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi bahwa pertimbangan hukum menjadi dasar putusan. Akibat dari itu
semua, Presiden menuai kecaman berbagai pengamat lantaran dianggap
mengabaikan putusan Mahkamah konstitusi.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/ PUU/VIII/ 2010 terkait
status Jaksa Agung dianggap sebagai suatu terobosan hukum yang progresif
sekaligus merupakan pembelajaran bagi sistem ketatanegaraan dan administrasi
negara Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono saat ini.
Secara sosiologis, keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan kepada
masyarakat bahwa sistem administrasi negara di bawah kepemimpinan Susilo
Bambang Yudhoyono tidak diurus dengan baik yang menyebabkan ketidakpastian
hukum. Apalagi adanya tanggapan yang berbeda antara Sudi Silalahi selaku
Menteri Sekretaris Negara dan Deny Indrayana selaku staf ahli bidang hukum
kepresidenan semakin membingungkan masyarakat yang awam hukum dan
menegaskan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono kurang tanggap dan tidak tegas
dalam menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi ini.”"

Menyimak polemik itu, ada kesan putusan Mahkamah Konstitusi
ditafsirkan secara sederhana, yang sebetulnya kalau dikaji menurut hukum acara,
sudah begitu tegas dan terang benderang. Pengangkatan Jaksa Agung memang
didasarkan pada keputusan Presiden dan hanya Keppres pulalah yang bisa

memberhentikannya.”” Adapun yang keliru adalah Undang-Undang Nomor 16

! Rini aprilia. Tanggapan Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU/VIIL/2010
Terkait Status Jaksa Agung. Tersedia di www.google.com, di akses pada Tanggal 20 November
2011
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Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tidak membatasi masa
jabatan Jaksa Agung oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan
yang pada intinya menjadi titik terang ketidakjelasan tersebut, bahwa masa
jabatan Jaksa Agung mengikuti periodisasi jabatan Presiden.”

Meski sempat terjadi polemik antar pengamat, ternyata Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono bereaksi positif dengan mengeluarkan Keputusan Presiden
Nomor 104 Tahun 2010 pada tanggal 24 September 2010 tentang pemberhentian
Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung Darmono
ditunjuk sebagai pelaksaan tugas sampai ada Jaksa Agung definitif.

Terlepas dari kontroversi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dimaknai sebagai penciptaan
ketentuan hukum baru di mana sejak putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan
maka penafsiran terhadap periode jabatan Jaksa Agung wajib dimaknai berakhir
dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode
bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa
jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan.

Lebih lanjut, jika membaca pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut, sepakat bahwa demi mencegah keadaan inkonstitusional terhadap
ketidakjelasan jabatan Jaksa Agung maka sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut dibacakan Jabatan Jaksa Agung Hendarman Supanji juga turut berakhir
demi hukum. Ketentuan ini seharusnya disambut dengan baik oleh semua pihak

karena hal ini menyudahi tafsir yang berbeda terhadap masa jabatan Jaksa Agung

 Ibid, him.9
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dan memberikan ketegasan terhadap periode jabatan Jaksa Agung untuk ke
depannya.

Diharapkan kedepannya, para pejabat negara dapat lebih terarah dan
konsisten dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan agar tidak
terjadi lagi masalah multitafsir terhadap pasal-pasal dalam suatu undang-undang.
Karena dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-
VIII/2010 ini mempengaruhi perbaikan kinerja pemerintah dibawah pimpinan
seorang Presiden kedepannya, apakah pemerintah akan dapat mengambil
pelajaran terhadap kasus ini atau tidak. Dengan usainya polemik pasca putusan
Mahkamah Konstitusi ini, bisa memulihkan kepercayaan rakyat terhadap
pemerintah, dengan harapan tidak akan terulang lagi keteledoran soal administrasi
dalam pemerintah. Tim hukum Presiden perlu intropeksi diri untuk tidak gampang
memberikan pernyataan yang belum tentu sejalan dengan sikap Presiden, sebab
bisa menjatuhkan kredibilitas Presiden. pengelolaan negara dan kepentingan
rakyat butuh kecerdasan dan ketelitian, bukan hanya mampu berargumentasi di

depan publik yang belum tentu benar yang diucapkannya.
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BAB 1V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian kepustakaan yang telah penulis lakukan diatas, maka

penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

i

Ketentuan tentang masa jabatan Jaksa Agung diatur dalam Pasal 22
ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia, yang isinya hanya menyebutkan
“berakhir masa jabatannya”, yang mana isi pasal tersebut dianggap
multitafsir karena tidak jelas bagaimana sebetulnya sistem jabatan
untuk Jaksa Agung itu.Oleh karena itu, pada tanggal 6 Juli 2010
dilakukan permohonan judicial review dengan Nomor Perkara
49/PUU/VIII/2010 yang diajukan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza
Mahendra, yang dalam permohonan ini bertindak sebagai
pemohon. Dalam hal pengajuan permohonan pengujian diatas,
Mahkamah Mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan
menafsirkan bahwa masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan
berakhirnya masa jabatan Presiden, hal ini tertuang dalam amar
putusan Nomor 49/PUU/VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU/VIII/2010 ini
sangat berpengaruh terhadap jabatan Jaksa Agung yang diduduki
oleh Hendarman Supandji sebelumnya. Karena setelah putusan itu

dibacakan secara resmi Masa Jabatan Hendarman Supandji
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B. Saran

dinyatakan telah berakhir. Namun setelah putusan Mahkamah
Konstitusi dibacakan. adanya terjadi polemik yang penyebab
utamanya dikarenakan Presiden terlalu lamban merespon putusan
Mahkamah Konstitusi ini, dengan tidak segera mengeluarkan
Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian jabatan
Hendarman Supandji tersebut. Akibatnya Presiden menuai
kecaman berbagai pengamat lantaran dianggap mengabaikan
putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk menghindari polemik yang
berkepanjangan, maka pada tanggal 24 September Presiden
mengeluarkan Keppres Nomor 104 Tahun tentang Pemberhentian
Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung dan menunjuk Wakil
Jaksa Agung Darmono untuk melaksanakan tugas Jaksa Agung

untuk sementara waktu sampai ditunjuknya Jaksa Agung definitif.

Beberapa saran yang akan penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

i

Diharapkan adanya penegasan terhadap isi setiap pasal dalam
Perundang-undangan, agar tidak terjadi lagi kasus multitafsir ini
dan apabila pemerintah tak kunjung merevisi isi dari Pasal 22
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia maka ditakutkan kasus serupa akan terkuak
lagi dikemudian hari.

Diharapkan pemerintah kedepannya lebih memperjelas isi pasal

serta ayat pada setiap perundang-undangan agar tidak terjadi
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kesalahan penafsiran oleh masyarakat, karena undang-undang juga
dibaca oleh masyarakat umum yang tidak seluruhnya mengerti

bahasa hukum.
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